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The land law policy covers a fundamental aspect, namely the principle of ful-
filling people’s constitutional rights in order to fulfill the needs of daily life and 
respect the principle of human equality. To realize the expectations to be achieved 
as set out in the orderly chess policy of Land, the Land Office as an official gov-
ernment institution authorized to regulate and issue land certificates, in carry-
ing out its daily duties is not spared public attention regarding the performance 
of the services they provide for people who use their services. The method used 
in this research is normative legal research. The legal theory used is the theory 
of legal certainty and authority theory. Results of the research Legal certainty in 
the implementation of an online public service administration system against the 
request for land rights, with the existence of these provisions regulates the valid-
ity / legality and at the same time legal certainty that guarantees that electronic 
documents both general and special such as land certificates or other authentic 
deeds made by PPAT or Notary, Obstacles to the implementation of an online 
public service administration system against land rights requests, by implement-
ing the PERMATA Government work program seeking to minimize the amount 
of obligation that must be paid by only charging the Land Price for NJOP deter-
mination.
Kebijakan hukum pertanahan mencakup aspek yang mendasar yaitu prinsip 
pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan manusia. Untuk 
mewujudkan harapan-harapan yang ingin dicapai sebagaimana yang telah 
ditetapkan pada kebijaksanaan catur tertib Pertanahan, Kantor Pertanahan 
sebagai institusi resmi pemerintah yang berwenang mengatur dan mengeluarkan 
sertifikat tanah, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak luput dari 
perhatian publik berkaitan dengan kinerja pelayanan yang mereka berikan bagi 
masyarakat yang menggunakan jasanya. Metode penelitian yang digunakan 
penulis adalah penelitian  yuridis normatif. Teori hukum yang  digunakan adalah 
teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Hasil penelitian Kepastian hukum 
pelaksanaan sistem administrasi pelayanan publik online terhadap permohonan 
hak atas tanah, dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang 
keabsahan/legalitas dan sekaligus kepastian hukum yang menjamin bahwa 
dokumen elektronik baik yang bersifat umum maupun yang khusus seperti 
sertifikat tanah atau akta otentik lainnya yang dibuat oleh PPAT atau Notaris, 
Hambatan pelaksanaan sistem administrasi pelayanan publik online terhadap 
permohonan hak atas tanah, dengan dilaksanakan program kerja PERMATA 
Pemerintah mengupayakan memperkecil besarnya kewajiban yang harus dibayar 
dengan hanya mengenakan Harga Tanah saja untuk penetuan NJOP.
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Pendahuluan
Tanah merupakan bagian dari bumi yang sudah dia-
tur dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat 
UUPA), namun bukan mengatur tanah dalam semua 
aspek, tetapi hanya mengatur salah satu aspeknya, 
yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut 
hak-hak penguasaan atas tanah. Pasal 4 dalam UUPA 
tersebut menegaskan tentang tanah merupakan ba-
gian dari bumi sebagaimana tertuang dalam pasal 33 
ayat 3 UUD 1945 yang mengatur hubungan hukum 
dalam pemberian dan penetapan hak-hak atas tanah 
jelas telah merupakan wewenang Negara yang dilak-
sanakan oleh pemerintah dengan prosedur yang di-
tentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Salah satu tujuan penyusunan UUPA adalah untuk 
memberikan kepastian hukum berkenaan dengan 
hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat 
dan yang secara tegas diatur dalam pasal 19 ayat 1. 
Selain itu, keharusan dan kewajiban bagi pemerin-
tah untuk mengatur dan menyelenggarakan gera-
kan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, 
yang kemudian diatur dalam PP No 24 Tahun 1997. 
Bagi pemegang hak, kewajiban pendaftaran tanah 
tersebut diatur dalam pasal 23 UUPA (Hak milik), 
pasal 32 UUPA (Hak Guna Usaha), pasal 38 (Hak 
Guna Bangunan). Untuk menjamin kepastian hu-
kum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah 
yang bersifat recht-kadaster artinya bertujuan men-
jamin kepastian hukum (Harsono, 2000). Kebijakan 
hukum pertanahan mencakup aspek yang mendasar 
yaitu prinsip pemenuhan hak-hak konstitusional 
rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan 
manusia (Handoko, 2014).
Pendaftaran tanah yang bersifat rechts kadaster ber-
tujuan untuk menjamin tertib hukum dan kepastian 
hak atas tanah. Pendaftaran tersebut meliputi: (1) 
Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, (2) 
Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-
hak tersebut, serta (3) Pemberian surat-surat tanda 
bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat. Baik tanah hak milik ataupun tanah hak-
hak lainnya wajib didaftarkan sebagai bukti bahwa 
tanah tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah 
dan sekaligus sebagai bukti penguasaan/pemilikan 
pemegangnya atas tanah tersebut (UUPA dan pasal 
3 PP No 24 Tahun 1997).
Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia 
terdapat lembaga atau institusi yang diberikan ke-
wenangan untuk mengemban amanah dalam men-
gelola bidang pertanahan yaitu Badan Pertanahan 
Nasional Republik  Indonesia (BPN-RI) yang diatur 
dalam Perpres No. 10 Tahun 2006 yang telah diubah 
menjadi Perpres No. 20 Tahun 2015. Pendaftaran hak 
atas tanah yang dilakukan berarti pihak yang didaft-
ar akan mengetahui subyek atas tanah dan obyek hak 
atas tanah yaitu mengenai orang yang mejadi peme-
gang hak atas tanah itu, letak tanahnya, batas-batas 
tanahnya serta panjang dan lebar tanah tersebut. Ha-
sil akhir dari pendaftaran hak atas tanah dinamakan 
“Sertifikat Tanah” yang diterbitkan oleh BPN. Akan 
tetapi, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari ti-
dak luput dari perhatian publik berkaitan dengan 
kinerja pelayanan yang mereka berikan bagi mas-
yarakat yang menggunakan jasanya.
Aparatur pemerintah/birokrat dituntut untuk mem-
berikan pelayanan berkualitas yang ditunjukkan 
melalui komitmen dan responsivitas. Menurut Os-
borne dan Plastrik (Sinambela, 2008), ada 10 prinsip 
untuk memperbaiki pelaksanaan pelayanan pub-
lik, salah satunya adalah pemerintahan milik mas-
yarakat sehingga masyarakat memiliki wewenang 
untuk mengontrol pelayanan yang diberikan oleh 
birokrat karena pelayanan yang berkualitas sangat 
bergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang 
dilayani (Pasolong, 2010).
Kenyataannya, keadaan penyelenggaraan pelayanan 
publik di Indonesia jika dilihat sistem pemerintah-
an dan kualitas pelayanannya pun masih tergolong 
jauh dari kata baik. Pelayanan publik di Indonesia 
yang lekat dengan image buruk tersebut disebabkan 
oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pola pikir 
para pejabat publik yang seharusnya melayani mas-
yarakat, justru ingin balik dilayani. Senada dengan 
pendapat Pasolong (2010) bahwa aparatur pemerin-
tah sepanjang sejarah perkembangannya di Indone-
sia belum pernah terbiasa memposisikan diri sebagai 
pelayanan masyarakat.
Akibat dari pola pikir penyedia layanan yang mem-
perburuk pelayanan publik tersebut menimbulkan 
ketidakpuasan masyarakat dalam menerima pe-
layanan publik. Mulai banyak sekali pengaduan yang 
dilaporkan oleh masyarakat kepada lembaga penga-
was pelayanan publik sebagai bentuk kekecewaan 
masyarakat terhadap instansi penyedia layanan pub-
lik. Contoh kasus yang sesuai dengan penelitian ini 
terkait kinerja aparat pelayanan kantor pertanahan 
adalah keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPN 
Kota Bekasi (yang dikutip dari suara pembaca harian 
Kompas 11 Nopember 2008 dan harian suara merde-
ka 26 Juli 2016). Selain itu, berdasarkan penemuan 
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , kinerja 
institusi BPN masih menduduki ranking 2 paling bu-
ruk.
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Pendaftaran tanah dalam praktiknya juga dihara-
pkan terus mengalami perbaikan dan peningkatan 
pelayanan baik dari Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indo-
nesia dan Pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
dalam mewujudkan asas pendaftaran tanah yang 
sederhana dan cepat kepada masyarakat melalui pe-
manfaatan teknologi informasi.
Pada tahun 2014, sebagai bentuk reformasi birokra-
si di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-RI 
sekaligus untuk mewujudkan komitmen peningka-
tan pelayanan pertanahan kepada masyarakat dan 
memudahkan pendafataran tanah secara online tel-
ah didukung oleh perangkat komputerisasi berbasis 
internet yaitu melalui sistem Pendaftaran Mandiri 
Akta Tanah (selanjutnya disebut PERMATA) sehing-
ga dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi, 
kolusi, nepotisme (KKN) dan serta memperluas ak-
ses layanan pertanahan yang didukung oleh pem-
bayaran elektronik (e-payment) sebagai bagian dari 
pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNPT).
Layanan online PERMATA ini melibatkan peran aktif 
dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam me-
masukkan data klien dan data tanah kedalam loket 
online yang telah disediakan username dan pass-
word telah secara rahasia dimiliki oleh PPAT terse-
but. Jadi dalam pengisian data klien dan data tanah 
menjadi tanggung jawab PPAT. Tanggung jawab me-
masukkan data inilah yang menuntut PPAT untuk 
menerapkan sikap kehati-hatian yakni ketepatan dan 
kebenaran informasi yang akan dituangkan dalam 
data komputer, sangatlah menentukan bagi proses 
pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hak 
atas tanah bagi warga masyarakat. Dari uraian terse-
but di atas, maka:
1. Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan
sistem administrasi pelayanan publik online ter-
hadap permohonan hak atas tanah?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan sistem ad-
ministrasi pelayanan publik online terhadap
permohonan hak atas tanah?
Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah adalah kegiatan administrasi yang 
dilakukan hak atas tanah, baik dalam pemindahan 
hak ataupun pemberian pengakuan hak baru. Kegia-
tan pendaftaran tanah bertujuan untuk memperoleh 
kejelasan mengenai status kepemilikan dan peman-
faatan tanah atas dasar hak (Sanggun, 2007), hak 
kepemilikan dan atau pemanfaatan tanah (Parlind-
ungan, 1999).
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur (Yamin dan Rahim, 
2008), meliputi pengumpulan, pengolahan, pem-
bukuan dan penyajian serta pemeliharaan data  fisik 
dan data yuridis, dalam bentuk peta daftar, menge-
nai bidang-bidang tanah  dan satuan-satuan rumah 
susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya 
bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya 
dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 
tertentu yang membebaninya.
Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat 
penting dalam UUPA. Hal ini sesuai dengan keten-
tuan dalam pasal 19 UUPA yang ditindaklanjuti 
melalui PP No 10 Tahun 1961. Namun disebabkan 
banyaknya persoalan, maka pemerintah mengeluar-
kan PP No. 24 Tahun 1997 (Supriadi, 2010). Pendaft-
aran tanah berbeda dengan pendaftaran biasa (pada 
pendaftaran biasa, hak yang dibukukan bisa berb-
agai macam sedangkan pada pendaftaran tanah ha-
nyalah atas tanah). Adapun data-data pendaftaran 
tanah dikelompokkan menjadi kelompok yuridis 
dan teknis yang dihimpun dalam surat ukur.
Dalam pendaftaran tanah dikenal terdapat berbagai 
macam asas, yakni asas specialiteit, asas openbaarhe-
id atau asas publisitas (Mertokusumo, 1988), sedang-
kan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah 
asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mu-
takhir dan asas terbuka (Harsono, 2000). Salah satu 
tujuan dari pendaftaran tanah berdasakan pasal 3 PP 
No 24 Tahun 1997 adalah menyelenggarakan tertib 
administrasi pertanahan untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum yang meliputi kepastian status hak 
yang didaftar dan kepastian subyek hak, kepastian 
obyek hak (Harsono, 2000). Selain itu, tujuan dari 
pendaftaran tanah ini adalah sesuai dengan tugas 
pokok lembaga pendaftaran tanah (Effendie, 1983).
Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dengan 
diselenggarakan pendaftaran tanah, adalah peme-
gang hak, pemerintah dan calon pembeli atau kredi-
tor (Santoso, 2011). UUPA mengatur bahwa hak-hak 
atas tanah yang didaftar hanyalah Hak Milik (pasal 
23), Hak Guna Usaha (pasal 32), Hak Guna Bangunan 
(pasal 38) dan Hak Pakai (pasal 41), sedangkan hak 
sewa untuk bangunan tidak wajib didaftar. Menurut 
pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997, objek pendaftaran 
tanah adalah sebagai berikut Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Tanah Hak 
Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara 
(Santoso, 2011). 
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Kegiatan  pendaftaran  tanah  meliputi (1) kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial regis-
tration) dan kegiatan pemeliharaan data yang terse-
dia. Initial registration dilakukan melalui dua cara 
yakni secara sistematik dan sporadik (Santoso, 2011). 
Sedangkan bidang kegiatan initial registration meli-
puti bidang fisik (kadastral), bidang yuridis, dan pe-
nerbitan surat tanda bukti haknya (Harsono, 2000). 
PPAT wajib menolak membuat akta, apabila hal 
tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku 
karena tugas PPAT membantu tugas Kepala Kantor 
Pertanahan harus diartikan dalam rangka pelaksa-
naan kegiatan pendaftaran tanah.
Sertipikat sebagai Tanda Bukti Hak
Dalam bahasa Inggris sertipikat hak atas tanah biasa 
disebut title deed, sedangkan penguasaan hak atas 
tanah biasa disebut land tenure, pemilikan tanah 
disebut land ownership, dan  bidang tanah sering 
disebut dengan parcel atau plot. Sertifikat sering da-
lam terminologi atau ”bahasa resmi” hukum-hukum 
keagrariaan ditulis sertipikat (Hermit, 2004). Sedang-
kan definisi sertipikat secara formal dituangkan da-
lam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA, pasal 13 ayat 3 PP 
No 10 Tahun 1961 kemudian digantikan dengan PP 
No 24 Tahun 1997 yang tertuang dalam pasal 1 angka 
20. 
Sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Ka-
bupaten/Kota, sedangkan pejabat yang berwenang 
menandatangani sertipikat menurut PP No 24 Ta-
hun 1997 jo. Permen Agraria/Kepala BPN No 24 Ta-
hun 1997 adalah Pertama, dalam pendaftaran tanah 
secara sistematik, sertipikat ditandatangani oleh 
Ketua Panitia Adjudikasi atas nama Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota. Kedua, dalam pendaft-
aran tanah secara sporadik yang bersifat individu  
(perseorangan), sertipikat ditandatangani oleh Kepa-
la Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan Ketiga, 
dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang ber-
sifat massal, sertipikat ditandatangani oleh Kepala 
Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Santoso, 
2011).
Untuk menjamin keamanan, kepastian dan perlind-
ungan hukum bagi para pemilik sertipikat, Kantor 
Pertanahan menyelenggarakan suatu penatausahaan 
pendaftaran tanah dengan antara lain menyelengga-
rakan, menyimpan dan memelihara apa yang dise-
but dengan daftar umum, yang terdiri dari 6 (enam) 
daftar, yaitu daftar nama, daftar tanah, daftar buku 
tanah, daftar surat ukur, daftar denah satuan rumah 
susun, dan daftar salinan sertipikat hak milik atas 
satuan rumah susun (Hermit, 2004).
Maksud diterbitkan sertipikat dalam kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah agar 
pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan 
bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Sertipikat 
diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yu-
ridis yang telah didaftar dalam buku tanah (Santoso, 
2011). 
Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat 
mengandung pengertian bahwa data fisik dan data 
yuridis yang termuat dalam sertifikat mempunyai 
kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keteran-
gan yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya 
dengan alat bukti yang lain, yang berupa sertifikat 
atau selain sertifikat.
Meskipun telah diterbitkan sertifikat, pemegang  hak 
atas tanah dengan mudah membuktikan hak atas 
tanahnya, namun demikian  berdasarkan ketentu-
an pasal 32 ayat 1 PP No 24 Tahun 1997 tidak ada 
jaminan bagi pemegang hak atas tanah untuk tidak 
mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa 
dirugikan atas diterbitkannya sertifikat tersebut. De-
mikian  pula BPN-RI tidak menjamin kebenaran data 
fisik dan data yuridis yang memuat dalam sertifikat 
(Santoso, 2011). 
Ketentuan pasal 32 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 
mempunyai kelemahan, yaitu negara tidak menja-
min kebenaran data fisik dan data yuridis yang disa-
jikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertipi-
kat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan 
gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas 
diterbitkannya sertipikat. Untuk menutupi kelemah-
an dalam ketentuan pasal 32 ayat 1 PP No. 24 Tahun 
1997 dan untuk memberikan perlindungan hukum 
kepada pemilik sertipikat dari gugatan pihak lain 
dan menjadikannya sertipikat sebagai tanda bukti 
yang bersifat mutlak, maka dibuatlah ketentuan pas-
al 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997.
Dengan diterbitkannya sertifikat sebagai hasil akhir 
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, 
maka terwujud jaminan kepastian hukum dan per-
lindungan hukum bagi pemegang haknya. Dalam 
rangka pembuktian hak atas tanah, maksud diterbit-
kannya hak atas tanah adalah agar dengan mudah 
dapat membuktikan nama yang tercantum dalam 
sertifikat sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
Demikian pentingnya peranan sertifikat, sehingga 
kekuatan pembuktiannya tidak hanya berlaku ek-
sternal/terhadap pihak luas, tetapi juga mempunyai 
daya kekuatan internal, yakni memberikan rasa 
aman bagi para pemegang/pemiliknya  serta ahli 
warisnya agar ahli warisnya di kemudian hari tidak 
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mengalami kesulitan, dalam arti tidak perlu bersusah 
payah untuk mengurusnya; palingpaling harus men-
jaga keamanannya serta menghindari kerusakannya 
(Bosu, 1997).
Pembatalan Hak atas Tanah
Definisi mengenai pembatalan hak atas tanah diatur 
dalam pasal 1 angka 14 Permen Agraria/Kepala BPN 
No. 9 Tahun 1999. Secara rinci tata cara pembatalan 
hak atas tanah dituangkan dalam Bab VI, pasal 104 
ayat 2 Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 
yakni (1) terdapat cacat hukum administratif dalam 
penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat 
hak atas tanahnya, serta (2) dalam rangka melak-
sanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
Batalnya hak atas tanah terdapat beberapa syarat, 
meliputi: (1) syarat yuridis; mengharuskan adanya 
alasan hukum yang cukup sehingga hak atas tanah 
yang bersangkutan harus batal atau dibatalkan, (2) 
syarat teknis; menunjukkan bahwa obyek hak yang 
ditunjuk jelas, spesifik dan unik, dan (3) syarat ad-
ministratif; berupa bukti surat yang dijadikan do-
kumen dari syarat yuridis maupun teknis, yang 
menunjukkan bahwa hak atas tanah yang hendak di-
batalkan menyangkut bidang tanah yang dimaksud 
dalam surat tersebut.
Selain bukti surat, diperlukan juga bukti pendukung 
administratif lainnya yang keterkaitan dengan pihak 
pemohon pembatalan. Pembatalan hak atas tanah 
dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni langsung 
dan tidak langsung. Pembatalan hak atas tanah da-
lam pasal 104 ayat 1 Permen Agraria/Kepala BPN 
No 9 Tahun 1999 meliputi 3 (tiga) produk pelayanan 
BPN, yaitu: surat keputusan pemberian hak atas 
tanah, sertipikat hak atas tanah, dan surat keputusan 
pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan 
penguasaan tanah. 
Menurut Basri et al (2005), terdapat 3 (tiga) cara pem-
batalan hak atas tanah, yaitu:
1. Pembatalan hak atas tanah karena cacat
hukum administrasi yang diterbitkan karena
permohonan (pasal 108 sampai dengan 118
Permen Agraria/Kepala BPN No 9 Tahun 1999)
2. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum
administrasi yang diterbitkan tanpa ada
permohonan (pasal 103 dan 106 Permen Agraria/
Kepala BPN No 9 Tahun 1999), dan
3. Pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap (pasal 124 ayat 2 ermen Agraria/Kepala 
BPN No 9 Tahun 1999).
Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Proses 
Pendaftaran Hak atas Tanah
Pasal 19 UUPA jo. PP No 24 Tahun 1997, telah memer-
intahkan baik kepada Kantor Pertanahan maupun 
kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran 
hak atas tanah guna kepastian dan perlindungan 
hukum, dengan mendapatkan sertipikat sebagai alat 
bukti kepemilikan hak atas tanah. Wewenang untuk 
menyelenggarakan pendaftaran hak atas tanah mer-
upakan kewenangan Negara sebagaimana yang dia-
tur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 jo. pasal 2 UUPA 
jo. PP No 24 Tahun 1997, yang dalam pelaksanaannya 
diselenggarakan oleh Pemerintah melalui BPN (Ba-
suki, 1998).
Sebagai pelaksana pendaftaran tanah adalah Kepa-
la Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya melipu-
ti Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasn-
ya Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT. 
Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses 
pendaftaran hak atas tanah, antara lain pemegang 
hak atas tanah, PPAT dan kantor pertanahan.
Penerapan Sistem Layanan Pertanahan Secara 
Online Melalui Aplikasi Program PERMATA
Dalam rangka peningkatan pelayanan pendaftaran 
tanah dengan memfasilitasi pendafataran dan peme-
liharaan data hak atas tanah atau peralihan hak atas 
tanah secara online, Kantor Pertanahan Kota Bekasi 
menyediakan program PERMATA berbasis teknolo-
gi informasi melalui melalui Komputerisasi Kantor 
Pertanahan (KKP). Melalui program KKP web, su-
dah 396 dari 451 Kantor Pertanahan di seluruh In-
donesia yang terintegrasi secara online. Sisanya 45 
kantor akan terintegrasi pada tahun 2014. Dengan 
terintegrasinya seluruh kantor pertanahan ke dalam 
KKP Web, maka diharapkan keinginan masyarakat 
akan pelayanan BPN yang cepat, murah, sederhana. 
Penerapan PERMATA dapat memperpendek an-
trian di kantor pertanahan dan mengurangi kon-
tak langsung petugas pelayanan dengan pengguna 
layanan pertanahan sehingga dapat mengurangi pel-
uang terjadinya KKN serta memperluas akses layanan 
pertanahan. Layanan PERMATA juga diiringi den-
gan pembayaran elektronik (e-payment) layanan 
pertanahan sebagai bagian dari pelaksanaan Ger-
akan Nasional Non Tunai (GNNT). Selain itu, bagi 
PPAT, layanan PERMATA berbasis online ini dapat 
memudahkan pekerjaan ke-PPAT-an sehingga waktu 
pendaftaran dapat lebih cepat.
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Fokus dari program PERMATA ini adalah memberi-
kan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak 
melakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah, 
serta memotong rantai pengurusan pemeliharaan 
data. Peningkatan layanan tersebut didasarkan pada 
Peraturan Kepala BPN No 8 Tahun 2012.
Kantor Pertanahan Kota Bekasi menerapkan perce-
patan pelayanan pendaftaran tanah melalui aplikasi 
program PERMATA, khususnya peralihan hak atas 
tanah melalui pemeliharaan data yang meliputi Jual 
beli, Hibah, Pembagian hak bersama, Warisan, Roya, 
Tukar menukar, Pemasukan ke dalam perusahaan, 
Merger, Putusan Pengadilan, dan Lelang. Selain itu, 
melalui program PERMATA, Kantor Pertanahan 
Kota Bekasi juga memberikan pelayanan informasi 
pertanahan yang meliputi Pengecekan sertipikat, In-
formasi zona nilai tanah, Surat keterangan pendaft-
aran  tanah, dan Informasi nilai tanah atau nilai aset 
properti. Kantor Pertanahan Kota Bekasi juga mem-
berikan pelayanan hak tanggungan yang terdiri dari 
Hak tanggungan, Cesie, Subrogasi, dan Merger Hak 
tanggungan.
Sasaran dari program pemeliharaan data sistem online ini adalah PPAT di Kota Bekasi. Pemeliharaan data per-
tanahan secara online melalui program PERMATA dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Bagan Pelaksanaan Pemeliharaan Data Peratanahan secara Online
Apabila sudah di konfirmasi oleh BPN bahwa data 
yang dimasukan valid, PPAT tetap harus ke Kantor 
Pertanahan Kota untuk membawakan bukti fisik 
surat pertanahan yang akan di urus dan data syarat 
yang lainnya. Penerapan PPAT online melalui pro-
gram PERMATA dapat menghemat waktu pelayanan 
sekitar 13-15 menit. Lama pelayanan pendaftaran 
dari antrian, koreksi berkas, entri data oleh petugas 
loket, sampai dengan pembayaran yang biasanya 
memerlukan waktu cukup lama antara 10 sampai 
20 menit, dapat diselesaikan dalam waktu  antara 5 
sampai 7 menit saja. 
Bagi PPAT yang akan mengajukan permohonan pe-
meliharaan data melalui sistem online  di Kantor Per-
tanahan Kota Bekasi, harus menginput dokumen-do-
kumen yang telah  ditentukan yaitu  Sertipikat hak 
atas tanah, Akta PPAT, Fotocopy identitas pemilik 
hak, Fotocopy pajak bumi dan bangunan, Fotocopy 
bea perolehan hak  tanah dan bangunan, serta Fo-
tocopy surat setoran  pajak atau PPH. Berkas terse-
but harus dipenuhi oleh para pemohon yang akan 
melakukan pemeliharaan data  melalui pelayanan 
secara online.
Metodologi Penelitian
Metode penelitian adalah suatu untuk mendapatkan 
data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 
2004). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
metode pendekatan yuridis normatif dengan spesi-
fikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analis-
tis (Sunggono, 2004). Data dalam penelitian melipu-
ti data primer dan data sekunder (Fajar, 2010) yang 
diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta 
berbagai literatur dan peraturan perundang-undan-
gan yang terkait dengan objek penelitian. Di dalam 
penelitian hukum normatif, maka analisis datanya 
dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-ba-
han hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan 
pekerjaan analisis dan konstruksi (Soekanto, 1986). 
Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diada-
kan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data 
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yang telah dikumpulkan (primer, sekunder maupun 
tersier), untuk mengetahui validitasnya. Setelah itu 
keseluruhan data tersebut akan disistematisasikan 
sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras den-
gan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 
ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang 
baik pula (Sunggono, 2004).
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kepastian Hukum Pelaksanaan  Sistem Admin-
istrasi  Pelayanan Publik Online Terhadap Per-
mohonan  Hak Atas Tanah
Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pertana-
han melalui Kantor-kantor Pertanahan Kabupat-
en/Kota secara nasional mengacu pada Peraturan 
Kepala BPN No 1 tahun 2010 karena pelayanan 
terhadap masyarakat merupakan masalah pokok 
setiap instansi pemerintah tidak terkecuali instansi 
BPN. Oleh karena itu, BPN meluncurkan PERMA-
TA sebagai sistem pelayanan pertanahan secara on-
line yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di 
tiap Kabupaten/Kota.
Pada prinsipnya aplikasi Permata adalah pelayanan 
yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan ting-
kat kesiapan dan kematangan infrastruktur, sarana 
dan prasarana. Selanjutnya untuk mempercepat 
pelayanan pertanahan, pemerintah menambah pro-
gram Quick Wins BPN melalui Keputusan Kepala 
BPN No 37/KEP-3.41/II/2014.
Di Kantor Pertanahan kota Bekasi sendiri dilak-
sanakan program layanan One Day Service yang 
terintegrasi dengan mobile unit PERMATA. Pro-
gram layanan satu hari (one day service) diluncur-
kan merespon keluhan masyarakat tentang lama, 
rumit dan berbelitnya mengurus sertipikat karena 
panjangnya prosedur birokrasi yang harus dilalui. 
Layanan ini dilaksanakan untuk jenis pelayanan 
yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari 
(1-8 jam). 
One day service dilaksanakan pada hari kerja dengan 
tujuan untuk mempermudah pelayanan di bidang 
pertanahan, mempersingkat alur birokrasi, mewu-
judkan harapan masyarakat pengguna layanan, ser-
ta mewujudkan komitmen BPN RI memberikan pe-
layanan yang cepat, cermat, sederhana,  dan murah. 
Melalui upaya ini diharapkan mampu memangkas 
peran para calo yang menyebabkan “biaya tinggi” 
dalam pengurusan layanan pertanahan. Pada pelak-
sanaannya, Kantor Pertanahan Kota Bekasi menye-
diakan loket khusus 
One Day Service dan setiap berkas permohonan 
diberikan tanda khusus (stempel One Day Service). 
One Day Service. Program kerja one day service 
diperuntukkan bagi masyarakat pemohon yang 
dapat datang sendiri ke Kantor Pertanahan, semen-
tara program PERMATA diperuntukkan bagi warga 
masyarakat yang domisilinya jauh dari Kantor Per-
tanahan. Kedua program kerja tersebut terintegrasi 
secara online dengan Server di Kator Pertanahan 
Kota Bekasi dan BPN RI. 
PERMATA dilaksanakan oleh Tim PERMATA pada 
lokasi tertentu sesuai jadwal penugasan tim yang 
telah ditetapkan dan diinformasikan kepada mas-
yarakat. Petugas Kantor Pertanahan melalui PER-
MATA akan mengunjungi  tiap kecamatan secara 
teratur untuk memberikan pelayanan pertanahan, 
terutama di kecamatan yang letaknya jauh dari Kan-
tor Pertanahan. Masyarakat tidak perlu datang ke 
Kantor Pertanahan, tetapi cukup menunggu PER-
MATA di Kantor Kecamatan  masing–masing untuk 
memperoleh pelayanan, mulai dari penyimpanan 
dan penyerahan berkas, pembayaran biaya sampai 
dengan menerima kembali sertifikat yang sudah 
selesai di proses.
Manfaat program PERMATA dirasakan nyata oleh 
warga Kota Bekasi sebagaimana yang disampaikan 
oleh Np. Djumeno: “Program PERMATA jelas san-
gat memudahkan masyarakat dalam mengurus 
sertipikat tanah. Selain prosesnya sangat mudah, 
sederhana, murah, dan jauh lebih cepat selesainya 
dibandingkan dengan keadaan sebelum ada pro-
gram ini” (Hasil wawancara dengan warga  mas-
yarakat pemohon hak atas tanah pada tanggal 23 
Juli, 2018 di Kota bekasi).
PERMATA mempunyai fungsi yang sama dengan 
Loket Pelayanan  (Front Office) yang ada di Kan-
tor Pertanahan  terdiri atas 4 Loket Pelayanan,  yai-
tu Loket informasi, Loket Pelayanan Berkas, Loket 
Pembayaran, Loket Penyerahan Produk, dengan 
dilengkapi peralatan antara lain Central Node (per-
alatan di BPN Kota Bekasi) dan Client Node (pera-
latan unit Mobil PERMATA). Prosedur yang digu-
nakan di LOC Mobile PERMATA adalah sebagai 
berikut:
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Tabel. 1 Prosedur PERMATA
No. Kode Prosedur Prosedur
1 82L Pendaftaran pertama Kali (PERMATA)
2 271 L Peralihan Hak (PERMATA)
3 191 L Pemecahan/Pemisahan (PERMATA)
4 191L + 271L Pemecahan/Pemisahan  + Peralihan 
Hak (PERMATA)
5 271L + 191 L Peralihan Hak + Pemecahan/Pemisahan 
(PERMATA)
Sumber: Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Pelayanan administrasi pertanahan melalui pro-
gram PERMATA sudah terintegrasi dengan baik, 
tetapi pada saat ini permohonan yang paling sering 
ditangani adalah pendaftaran tanah pertama kali. 
Selain urusan pendaftaran tanah, pada program 
PERMATA juga terdapat layanan konsultasi untuk 
urusan pertanahan lainnya. 
Berkenaan dengan pelayanan permohonan hak atas 
tanah (sertipikat tanah) secara online, dimana rang-
kaian prosedurnya menggunakan data, informasi, 
atau dokumen elektronik, dan mungkin tanda tan-
gan elektronik, muncul persoalan hukum menyang-
kut keabsahan dan kepatian hukum dari sertipikat 
tanah yang dihasilkan oleh Kantor Pertanahan se-
cara online. Oleh karena itu, masyarakat dilindungi 
oleh UU No 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU 
ITE) pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, pasal 5 ayat 3.
Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa data, in-
formasi beserta dokumen elektronik adalah alat 
bukti hukum yang sah sepanjang entri dan pem-
rosesannya menggunakan sistem elektronik sesuai 
standar yang diatur di dalam UU ITE. Ketentuan 
pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 UU ITE tersebut berlaku 
untuk hasil cetak dokumen elektronik yang sifatnya 
umum, dan tidak berlaku bagi sertipikat tanah atau 
Akta otentik lainnya yang harus dibuat oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris (Pasal 5 
ayat 4 huruf a dan b UU ITE).
Menurut pendapat penulis bahwa dalam proses pe-
nerbitan sertipikat hak atas tanah merupakan hasil 
dari berfungsinya substansi hukum, sturktur hu-
kum dan kultur hukum. Substansi hukum dalam 
hal ini meliputi peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan, sistem 
dan tujuan pendaftaran tanah dan tata laksananya. 
Sedangkan struktur hukum mencakup keadaan in-
stitusi dan aparat pelaksana kegiatan pendaftaran 
tanah, sedangkan sertipikat hak atas tanah yang 
diterbitkan pada kenyataannya masih mengand-
ung kelemahan menyangkut kepastian hukum atas 
hak nya karena masih dapat dipermasalahkan oleh 
subyek hukum lain baik secara personal maupun 
berkelompok (masyarakat) pada proses pelaksa-
naan dilapangan, oleh karenanya untuk sertipikat 
hak atas tanah yang demikian, baru dapat dika-
takan memiliki kekuatan hukum pasti setelah mem-
peroleh putusan hakim.
Sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Hans 
Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma (Mar-
zuki, 2008) berupa produk dan aksi manusia yang 
deliberatif (aturan perundang-undangan). Kepas-
tian hukum mengenai status hak, subjek pemegang 
hak, dan objek hak berupa tanah tetap dapat dija-
min dan dilindungi berdasarkan ketentuan-keten-
tuan UUPA, UU ITE, dan PP No. 24 Tahun 1997.
Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut men-
gatur tentang keabsahan/legalitas dan sekaligus 
kepastian hukum yang menjamin bahwa dokumen 
elektronik baik yang bersifat umum maupun yang 
khusus seperti sertipikat tanah atau akta otentik 
lainnya yang dibuat oleh PPAT atau Notaris, adalah 
sah dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti surat.
Hambatan Pelaksanaan Sistem Administrasi 
Pelayanan Publik Online Terhadap Permoho-
nan Hak Atas Tanah
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh ORI 
(Ombudsman Republik Indonesia) pada tahun 2013, 
disimpulkan bahwa dalam praktik pelayanan pub-
lik terdapat berbagai bentuk penyimpangan seperti 
penyelenggara Negara tidak melayani tetapi minta 
dilayani, rakyat menjadi objek, menjadi korban, 
menjadi abdi penyelenggara Negara, dan tidak ada 
tolak ukur jelas mengenai pemberian pelayanan.
Dalam aspek pelayanan, sektor pelayanan publik 
masih menghadapi sejumlah masalah pokok, dian-
taranya adalah pemberian pelayanan yang diskrim-
inatif (Kumorotomo, 2012). Berkaitan dengan mas-
alah pendafataran tanah, berbagai hambatan yang 
dihadapi disebabkan oleh berbagai faktor, yakni:
1. Faktor kebijakan pemerintah mengenai
kewajiban perpajakan dalam kegiatan
pendaftaran tanah. Adanya kebijakan dari
Pemerintah yang di atur di dalam UU No. 21
Tahun 1997 jo UU No. 20 Tahun 2000 tentang
BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan) dengan penentuan apabila Nilai
Perolehan Objek Tanah lebih besar maka dikenai
pajak, sebaliknya apabila Nilai Perolehan Objek
Tanah lebih kecil maka tidak dikenai pajak.
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2. Faktor kurang memahami fungsi dan kegunaan
sertifikat masyarakat, hal ini dilatarbelakangi
masyarakat kurang mendapat informasi yang
akurat tentang pendaftaran tanah sehingga
mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk
mendaftarkan tanahnya. Selain itu, anggapan
masyarakat bahwa sertifikat hak atas tanah
hanya dipandang dari nilai ekonomis saja,
seperti:
a. Anggapan bahwa sertifikat hanya diperlukan
untuk menaikkan harga bidang tanah sebagai 
kompensasi dari biaya pengurusan sertifikat
ke kantor pertanahan, sementara masyarakat 
beranggapan bahwa harga ekonomis suatu
bidang tanah dinilai berdasarkan luas dan
kualitas tanah tersebut.
b. Anggapan sertifikat hanya diperlukan
apabila ada keperluan untuk mengajukan
pinjaman di bank sebagai jaminan pemberian 
kredit yang akan dijadikan sebagai objek hak
tanggungan.
3. Faktor anggapan masyarakat diperlukan biaya
yang mahal untuk melaksanakan pendaftaran
tanah. Di kota Bekasi sekalipun telah ada tarif
pendaftaran tanah untuk setiap simpul dari
kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan PP
No. 46 Tahun 2002 namun dalam prakteknya
baik pihak Pertanahan maupun pemerintah
pada tingkat daerah/terkecil seperti Kepala
Desa, Lurah, Camat dalam hal menerbitkan Alas
Hak tetap melaksanakan pengutipan di luar
ketentuan yang berlaku.
4. Faktor anggapan diperlukan waktu yang
lama dalam pengurusan sertifikat Adanya
anggapan masyarakat mengurus sertifikat
hak atas tanah dibutuhkan waktu yang cukup
lama. Sebagaimana terungkap dari salah satu
masyarakat yang telah mendaftar tanahnya
secara sporadik individual diketahui untuk
jangka waktu pembuatan sertifikat paling cepat
3 atau 4 bulan dan paling lama 8 bulan bahkan
ada yang sampai 1 tahun baru selesai.
5. Faktor anggapan alas hak atas tanah yang dimiliki 
sudah sangat kuat Berdasarkan hasil penelitian,
masyarakat yang kurang memahami fungsi
dan kegunaan sertifikat, sebagian beranggapan
bahwa tanah-tanah yang sudah terdaftar
itu bermakna jika tanah itu sudah suratnya
(surat apapun namanya dan siapapun yang
menerbitkannya) asalkan terkait pembuatannya
dengan instansi Pemerintah berarti tanah
tersebut sudah terdaftar dan merupakan alat
bukti hak yang kuat, apalagi terhadap tanah 
yang diperoleh dari warisan umumnya anggota 
masyarakat mengetahui riwayat pemilik tanah. 
Padahal semua tanah yang dimiliki masyarakat 
dewasa ini telah ditetapkan pajak bumi dan 
bangunan (PBB) dalan rangka pemenuhan dan 
peningkatan pendapatan negara.
Upaya mengatasi terjadinya hambatan dalam pelak-
sanaan pendaftaran tanah, pemerintah mengupay-
akan memperkecil besarnya kewajiban yang harus 
dibayar dengan hanya mengenakan harga tanah 
saja untuk penetuan NJOP. Sedangkan upaya yang 
dilakukan oleh Kantor Pertanahan yaitu dengan 
mengadakan pendaftaran tanah secara sistematik 
yang mana kegiatan ini akan meringankan biaya 
dan cepatnya proses penerbitan sertifikat sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam mem-
bangun kesadaran yang tinggi didalam masyarakat 
pemerintah dan kantor pertanahan pada khususn-
ya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
desa. Secara umum kendala-kendala yang dihadapi 
oleh masyarakat bekasi dalam pendaftaran hak atas 
tanah melalui program PERMATA.
Dilihat dari pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran 
Tanah Pertama Kali melalui program PERMATA 
yang belum maksimal. Hambatan yang muncul ber-
asal dari faktor intern dan faktor ekstern Kantor Per-
tanahan Kota Bekasi, yakni: 
1. Faktor intern merupakan kendala yang berasal
dari dalam Kantor Pertanahan Kota Bekasi
sehingga berpengaruh terhadap kurang
berhasilnya pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran
Tanah Pertama Kali melalui program PERMATA
di Kantor Pertanahan Kota Bekasi adalah faktor
kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki,
selain itu juga sumber daya manusia kurang
begitu menguasai dalam pengoperasian sarana
teknologi informasi yang telah disediakan
sehingga dapat menunda pelaksanaan
pelayanan pensertipikatan kepada masyarakat.
2. Faktor ekstern yang timbul dan menghambat
pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah
Pertama Kali melalui program PERMATA di
Kantor Pertanahan Kota Bekasi yaitu kurangnya
informasi dan sosialisasi yang didapat oleh
masyarakat sehingga permohonan Pendaftaran
Tanah Pertama Kali melalui program PERMATA
hanya sedikit, kemudian masih kurangnya
kelengkapan syarat-syarat berkas permohonan
pensertipikatan yang disampaikan oleh
pemohon seperti fotocopy PBB.
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Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi da-
lam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali 
melalui program  PERMATA di Kantor Pertanahan 
Kota Bekasi yaitu: Pertama, ditinjau dari kendala in-
tern; upaya mengatasinya adalah dengan mening-
katkan kinerja SDM dengan cara memperbaiki men-
talitas SDM dalam bekerja dan pelatihan terhadap 
pengoperasian sarana teknologi informasi yang 
telah disediakan agar program PERMATA  dapat 
tercapai dengan baik dan tepat sasaran. Kedua, fak-
tor ekstern; untuk mengatasi kendala ekstern, pihak 
Kantor Pertanahan Kota Bekasi harus lebih mening-
katkan sosialisasi tentang PERMATA kepada mas-
yarakat agar masyarakat lebih mengenal program 
tersebut dan agar masyarakat lebih paham menge-
nai syarat dalam mengajukan permohonan dengan 
lengkap sesuai dengan persyaratan yang berlaku 
dalam pembuatan seripikat tanah.
Sesuai dengan teori kewenangan menurut Ateng 
syafrudin (2000), yang membedakan antara ke-
wenangan (authority, gezag) dengan wewenang 
(competence, bevoegheid). Dalam hal ini ham-
batan-hambatan dalam pelaksanaan sistem admin-
istrasi pelayanan publik online terhadap permo-
honan hak atas tanah merupakan kewenangan dari 
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik 
yang aturannya sesuai dengan PP No. 24 Tahun 
1997. Pendaftaran tanah yang bersifat rechts kadas-
ter bertujuan untuk menjamin tertib hukum dan ke-
pastian hak atas tanah.
Simpulan
1. Kepastian hukum pelaksanaan sistem
administrasi pelayanan publik online terhadap
permohonan hak atas tanah, dengan adanya
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
keabsahan/legalitas dan sekaligus kepastian
hukum yang menjamin bahwa dokumen
elektronik baik yang bersifat umum maupun
yang khusus seperti sertifikat tanah atau akta
otentik lainnya yang dibuat oleh PPAT atau
Notaris, adalah sah dan mempunyai kekuatan
hukum yang dapat dipergunakan sebagai alat
bukti surat, Pengaturan sebagaimana termaktub
di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
5 tahun 2017 tentang, dan mengenai status hak,
subjek pemegang hak, dan objek hak berupa
tanah tetap dapat dijamin dan dilindungi
berdasarkan ketentuan-ketentuan UUPA, UU
ITE, dan PP No. 24 tahun 1997.
2. Hambatan pelaksanaan sistem administrasi pe-
layanan publik online terhadap permohonan
hak atas tanah, dengan dilaksanakan program
kerja PERMATA Pemerintah mengupayakan
memperkecil besarnya kewajiban yang ha-
rus dibayar dengan hanya mengenakan Harga
Tanah saja untuk penetuan NJOP. Sedangkan
upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
yaitu dengan mengadakan pendaftaran tanah
secara sistematik yang mana kegiatan ini akan
meringankan biaya dan cepatnya proses pener-
bitan sertifikat sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.
Saran
1. Kepastian hukum pelaksanaan sistem
administrasi pelayanan publik online terhadap
permohonan hak atas tanah di Bekasi sebaiknya
pihak aparatur  yang berwenang sebagai
penyelenggara dari program PERMATA dapat
memberikan edukasi kepada masyarakat
sehingga masyarakat dapat mengerti tentang
manfaat dari program PERMATA sehingga
program yang  telah di laksanakan dapat
bermanfaat bagi masyarakat.
2. Pelaksanaan program PERMATA yang  dilak-
sanakan oleh pemerintah yang  telah di luncur-
kan oleh pemerintah hendaknya lebih di ting-
katkan kualitas sumber daya  manusia sehingga
sistem yang telah di luncurukan dapat memban-
tu kinerja BPN kota Bekasi, dan disampaikannya
informasi yang lengkap kepada masyarakat seh-
ingga masyarakat dapat membangun kesadaran
yang tinggi, dalam melakukan sosialisasi kepa-
da seluruh masyarakat di Kota Bekasi.
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